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LAMPIRAN VI 
   PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN 
   NOMOR 05 TAHUN 2012 
   TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA 

BALIKPAPAN 

 

 PROSEDUR PENAGIHAN PBB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika Wajib Pajak terlambat 

membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang. 

Fungsi Penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan 

dokumen-dokumen berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran, 

dan/atau Surat  Paksa. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Fungsi Penagihan  

Fungsi Penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim 

Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak serta menerbitkan Surat 

Teguran hingga Surat Paksa jika Wajib Pajak tidak melunasi PBB-

nya. 

2. Wajib Pajak 

Wajib Pajak akan menerima Surat Tagihan Pajak terutangnya dan 

menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-nya maupun 

tidak. 

3. Fungsi Pengolahan Data 

Fungsi Pengolahan Data adalah pihak yang menyediakan Daftar 

Tunggakan PBB ke Fungsi Penagihan sebagai dasar penerbitan 

Surat Tagihan Pajak. 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 

Fungsi Penagihan meminta Daftar Tunggakan PBB kepada Fungsi 

Pengolahan Data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan 

Surat Tagihan Pajak/STP (2 lembar). 
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Langkah 2 

Fungsi Penagihan menyimpan lembar kedua STP ke dalam arsip dan 

menyerahkan lembar pertamanya kepada Wajib Pajak. 

Langkah 3 

Wajib Pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai 

cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara otomatis 

akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB yang dimiliki oleh Fungsi 

Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, 

Fungsi Penagihan akan menerbitkan Surat Teguran. 

Langkah 4 

Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang 

belum juga membayarkan PBB terutangnya. Lembar kedua akan 

diarsipkan sementara lembar pertama akan disampaikan kepada Wajib 

Pajak terkait. 

Langkah 5 

Wajib Pajak penerima Surat Teguran akan melakukan penyetoran PBB 

sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara 

otomatis akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB yang dimiliki oleh 

Fungsi Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak 

membayar, Fungsi Penagihan akan menerbitkan Surat Paksa. 

Langkah 6 

Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Paksa bagi Wajib Pajak yang 

belum juga membayarkan PBB terutangnya. Lembar kedua akan 

diarsipkan sementara lembar pertama akan disampaikan kepada Wajib 

Pajak terkait. 

Langkah 7 

Wajib Pajak penerima Surat Paksa akan melakukan penyetoran PBB 

sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara 

otomatis akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB yang dimiliki oleh 

Fungsi Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak 

membayar, Fungsi Penagihan akan menindaklanjuti Wajib Pajak 

terkait. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa penuntutan, 

pelelangan aset Wajib Pajak, dan lain-lain.
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D. BAGAN ALIR 
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